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Penyelengparaan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

LATAR BELAKANG

a

Gambaran Umum

Berdasarkan peraturan presiden nomor 95 tahun 2008 tentang sistem pernerintaban
berbasis elektroni (SPBE) pasal 31 Penggunaan Jaringan Intra Instansi Pusat dan
PPemenintah Dacrah bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data
dan informasi antar simpul jaringan dalam Instansi Pusat atau dalam Pemnerintah Dacrah
Dan sesuai pasal 32 ayat 2 Setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus
menggunakan Jaringan Intra pemerintah.

Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun 2009  Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa  kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

e. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota;

f. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);

g. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik;

h. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan
Dacrah,

j. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika

k. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintah Berbasis Llektronik;

I Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran

IPendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2024;

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

m.

TUJUAN
Tujuan penyelenggaraan pusat data pemerintah dacrah adalah untuk:

Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan
Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan
Meningkatkan pelayanan publik

Meningkatkan daya saing daerah
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& Diglup Legiatan

I Pengelolaan akees janngan internet untuk OPD dan pengembangan akses jaringan [)eza
Digital Pervontohan dan Dukungan akses internet pada lokasi Pemilu

1 Pengelolaan Keamanan jarningan

U Penpelolaan operasional jaringan intra pemerintah dacrah

4 Penpelolaan Kebijakan jaringan intra pemerintah daerah
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1. Persiapan
* Pembagian tugas dan Penyusunan SK Tim, KA dan Kontrak
o Rapat persiapan rencana kerja dan evaluasi 2023 untuk perbaikan 2024
2. Pelaksanaan
a. Pengelolaan akses Jaringan
e Pemilihan penyedia internet
o pengadaan inteet selama 1 tahun dilakukan dan pemasangan sarana dan
prasarana jaringan baru pada OPD dan unit-unit OPD Provinsi dalam dan Juar kota
e Pengadaan perangkat keras jaringan
« Rapat-rapat Penentuan lokasi pengembangan akses jaringan Desa Digital
Percontohhan dan support askes internet di lokasi Pemilu
« Perjalanan dinas pendampingan pemasangan sarana dan prasanan jaringan internet
OPD dan Unit OPD
e Perjalanan dinas pengembangan akses jaringan Desa Digital Percontohan dan
akses Pemilu
« Pengembangan kompetensi SDM melalui traning

b.Pengelolaan Keamanan Jaringan
« Instalasi dan konfigurasi firewall pada sistim jaringan
« Monitoring JIP secara terpadu
¢ Rapat-rapat

¢. Pengelolaan Operasional
« Monitoring operasional akses jaringan di OPD
+ Pengadaan perangkat keras
« Pemelihaaraan perangkat keras di OPD
¢ Troubleshooting gangguan layanan jaringan di OPD

d.Pengelolaan Kebijakan
« Penyesuaian SOP Standar pada jaringan intra Pemerintah
o Pengelolaan pengembangan LAN OPD

3. Lvaluasi dan Pelaporan

e Dilakukan evaluasi secara semester dan pelaporan tahunan secara keseluruhan
lingkup kegiatan

1. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN
Januari s d Desember 2024 di seluruh OPD lingkup Sumbar

¥. PERKIRAAN BIAYA
Rp 9610 820.037,- (Sembilan milyar ¢nam ratus sepuluh juta delapan ratus da puluh ribu
tiga puluh twuh rupiah)

G. PELAKSANA KEGIATAN
a Kepala Didang Aptika

b Ketua D Infrastrubtur
¢ Pranata komputer dan tim U1 Infrastrub o

-’

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

o FESERTA K GIATAN

A O b Pementitaly Frovinsd Somatesa Marat,
il

L KELUARAN (Output)
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I HASHL YANG DINARAPKAN

a) Penggunaan sumber daya, vepertd perangboat ke, perangkat lunak, dan barddwmidth irterret
dapat doptimalban

Wy A s kepada sy arakat, seperti lnynnnn addinindatenst, Inyatian frabilik, dan layanan
pendidikan, dapat ditingkatkan kualitasnya,

¢) Lranaparansl dan akuntabilitas dalim penyelenpgaraan pemerintalian daprat ditingyatan

K. MANFAAI

a Mentnghatkan efistensh dan efektivitas kerja pemerintah dacrah,
by Mentngkatkan transparansd dan akuntabilitas pemerintah daerah,
« Meningkatkin kualitas pelayanin publik,

Mengetahul,
Kepala Dinas Komunikasl, Informatiki Kepala Bidang Aplikasi Informatika
dan Statistik Prpvinst Sumatern Barit PITK
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Lampiran:  Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Bulan ke

No Tahapan Kegiatan —
1[2]3(4[5]|6]|7|8]9]10

12

Pembuatan perencanaan dan pembaglan tugay

—

2. Pengadaan perangkat keras
3. [Pemasangan dan konfigurasi perangkat keras

4. [Pemeliharaan perangkat keras
3. [pengelolaan keamanan jaringan

6. W\g]lPD
7. n pengembangan jaringan LAN OPD
Mengetahui,
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika . . .
dan Statistik Provinsi Sumatera Barat Kepala Bidang Aplikasi Informatika
PPTK
{
Ir. Siti Aisyah, M.Si : "
Pembina Utama Madya /1V.d Lizda Handayani M.Kom
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